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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemanfaatan Lahan Perhutani 

1. Hutan  

Arti hutan menurut bahasa merupakan terjemahan dari kata bos 

(Belanda) dan forest (Inggris). Salim mendefinisikan hutan sebagai dataran yang 

dapat dikembangkan untuk tujuan selain kehutanan, seperti pariwisata.
13

 

Pasal 1 ayat 2 UU Kehutanan menjelaskan bahwa “Hutan adalah suatu 

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya”, yang tidak 

dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. 

Penyelenggaraan kehutanan didasarkan pada asas manfaat dan 

kelestarian, keadilan, kebersamaan, keterbukaan danaketerpaduan. 

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Semua hutan di wilayah Negara 

Kesatuan RepublikaIndonesiaatermasukakekayaanaalamayangadikuasai oleh 

Negara. Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan “Semua hutanadiadalam wilayah 

Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasaiaolehaNegaraauntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
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 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 40. 
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Dengan adanya hal tersebut maka pemerintah memiliki beberapa 

wewenang diantaranya : 

 Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan. 

 Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan 

hutan sebagai bukan kawasan hutan. 

 Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan 

hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.  

Kedudukan dan status hutan diaIndonesiaaperluadilakukan penetapan 

statusadanafungsiaagar tidakamenimbulkan kesimpangan terhadap statusahutan 

tersebut. Maka dari itu dijelaskan dalam  Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 

Kehutanan, jenis hutan diantaranya : 

a. Menurut statusnya hutan merupakan suatuapembagian hutanayang 

didasarkanapadaastatus (kedudukan) antara orang perseorangan, 

badanahukum, atau organsasiayang mengelola, menggunakan dan melindungi 

hutan. aHutanaberdasarkanastatusnya dibagi menjadi dua jenis. Pertama, 

Hutananegara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani 

hakaatas tanahnya, diantarannya: hutan adat, ahutanadesa, dan hutan 

kemasyarakatan. Kedua, ahutan hak adalahahutan yang berada pada tanah 

yangadibebani hak atas tanah.
14
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 Pasal 5-9 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 



14 

 

 

b. Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi 3 jenis yaitu : 

1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri tertentu,ayang 

fungsi utamanya untukamelestarikan keanekaragaman tumbuhan dan 

ekosistemnya.  

2) Hutanalindung adalah kawasan hutan yang berfungsi melindungi sistem 

penyangga kehidupan untukamengatur tata air, amencegahabanjir, 

mencegah erosi, dan memelihara kesuburan tanah. A 

3) Hutanaproduksi adalah kawasanahutan yang berfungsi menghasilkan hasil 

hutan. a 

c. Hutan untuk pemanfaatan khusus adalah pemanfaatan hutan yang digunakan 

untuk penelitianadan pengembangan, pendidikan, latihan serta untuk 

keagamaan dan budaya (Pasal 8 UU Kehutanan). 

d. Hutanaberdasarkanapengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air 

disetiapakota ditetapkan kawasan tertentu sebagaiahutan kota. (Pasala9 UU 

Kehutanan). Hutanakota adalah hutanayang berfungsi sebagai resapan air. a 

2. Perhutania 

PerumaPerhutani merupakanasalah satu badanayang bergerak bidang 

kehutanan yang berada dibawah naungan BUMN yang diberi kewenangan untuk 

mengelola hutananegara yang beradaadi provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timuradan Banten, kecuali hutanakonservasi. Kewenangan 

pengelolaanahutan tersebut telah diatur dalam PP No. 27 Tahun 2010 tentang 

PerusahaanaUmum (Perum) Kehutanan Negara. A 

Maksudadan tujuan didirikannya Perhutani adalah untuk kepentingan 

umumaberupa penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan 
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pengelolaan hutan dan hasilahutan yang berkualitas dengan harga yang 

terjangkau oleh masyarakat, berdasarkan prinsip pengelolaanahutan lestari 

danaprinsipatataakelola perusahaan yang baik dan benar.
15

 A 

Pengelolaanadan pemanfaatan hutan merupakan suatu yang padat 

modaladan diperlukan teknologi yang tinggi, asementara itu pemerintah 

tidakamemilikiamodal yang cukup untuk melakukan pengelolaan dan 

pemanfaatan. Oleh karena itu, amemperkenankan untukamenyerahkan 

pengelolaanadan pemanfaatan hutan kepada pihak swasta nasional yaitu Badan 

Usaha MilikaNegara (BUMN). Adapunadireksi BUMNabidang kehutanan yang 

mendapatkanapelimpahanapenyelenggaraan pengelolaan hutanasebagaimana 

dimaksudadi atas yaitu membentukaorganisasi kesatuanapengelolaan hutan 

(KPH).
16

 a 

3. Pemanfaatan Hutan Negara 

Kegiatan pemanfaatan hutan dilakukan secara langsung dengan 

memanfaatkan sumber daya hutan yang merupakan aset yang dimanfaatkan oleh 

individu atau kelompok dalam masyarakat. Pemanfaatanahutanadiaturadalam 

Pasal 21ahurufabaUU Kehutanan, yang menjelaskan bahwa pemanfaatan 

danapenggunaan kawasanahutan bertujuan untukamemperolehamanfaat yang 

optimal bagiakesejahteraan seluruh masyarakat.
17

 a 

Pemanfaatanahutanabertujuanauntuk memperoleh manfaat yang optimal 

bagiakesejahteraanaseluruh masyarakat secara lestari dengan tetap menjaga 
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 Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2010. 
16

 Supriadi, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 

120. 
17

 Ibid, 126. a 
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kelestarian hutan, aguna memperoleh manfaat yang seimbang dari hasil dan 

jasaahutan.
18

 Pemanfaatan hutan terbagi dalam beberapa kategori, antara lain
19

 : 

a) Pemanfaatan kawasana 

b) Pemanfaatan jasa lingkungana 

c) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayua 

d) Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayua 

Dalam melakukan kegiatan pemanfaatanahutan, seseorang atau kelompok 

harus memilikiaizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setiap 

kegiatan pemanfaatan hutanaberupa izin usaha pemanfaatanakawasan,izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan kayu dan izin usaha non- 

produk kayu.g 

Izinausahaapemanfaatan hutanalindung dan hutanaproduksi tidak boleh 

mempengaruhi fungsi pokokakawasan hutan. Dalam halaperizinan ruang 

lingkup wilayah kabupaten/kota izin diberikan oleh Bupati/Walikota. Apabila 

lokasi usahanya melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota, izin usaha izin 

diterbitkan oleh Gubernur. Apabila lokasi usahanya berada lintas provinsi maka 

izin diberikan oleh Menteri Kehutanan.
20

 

B. PengelolaanaHutanaBersamaaMasyarakat 

1. Arti dan Dasar Hukum PHBMa 

Pengelolaanasumberdayaahutanabersama masyarakat adalah suatu sistem 

pengelolaan sumberdaya yangadilakukan bersama Perum Perhutani dan 

                                                           
18

 Pasal 17 PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah a 
19

 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136.  
20

 Pasal 37 PP Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. a 
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masyarakat desa hutan untukamencapaiakeerlanjutan fungsi dan manfaat 

sumberdaya hutan dapatadiwujudkan secara optimal dan proporsional.
21

 

Dalamapelaksanaan pengelolaan sumberdayaahutan bersama masyarakat selalu 

berpegang pada beberapa prinsipadasar diantaranyaa: 

a. Prinsip keadilan dan demokratisa 

b. Prinsip keterbukaan dan kebersamaana 

c. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahamia 

d. Prinsip kejelasan hak dan kewajibana 

e. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatana 

f. Prinsip kerjasama kelembagaana 

g. Prinsip perencanaan partisipatifa 

h. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedura 

i. Prinsip perusahaan sebagai fasilitatora 

j. Prinsip keseuaian pengelolaan dan karakteristik wilayaha 

Dengan adanya pengelolaanasumberdaya hutan bersama masyarakat ini 

bermaksudauntuk memberikan arah pengelolaan hutan dengan 

memadukanaaspek-aspek ekonomi dan sosial secara proporsional untuk 

mencapai visiadan misi perusahaan. Tujuan dari adanya pengelolaan 

sumberdayaahutanabersama masyarakat ini yaitu
22

 : a 

1) Meningkatkanatanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan 

pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutanafungsi dan manfaat 

sumberdaya hutan. a 
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 Keputusan dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor : 682/KTSP/DIR/2009. a 
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2) Meningkatkanaperan perusahaan, masyarakat desa hutan danapihak yang 

berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. a 

3) Memperluasaakses masyarakat desa hutan dalamapengelolaan sumberdaya 

hutan. a 

4) Menyelaraskanakegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan 

kegiatanapembangunan wilayahasesuai dengan kondisi dinamika 

sosialamasyarakatadesaahutan. a 

5) Meningkatkan sinergitasadenganapemerintahadaerah dan stakeholder. 

6) Meningkatkan usaha-usahaaproduktif menujuamasyarakat desa hutan 

mandiri yang mendukungaterciptanya hutan lestari. a 

7) Mendukung keberhasilanapembangunan daerah yang diukur dengan IPM 

melalui tiga indikatorautama yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan dan 

tingkatakesehatan. ay 

Kerjasama dalam pengelolaanahutan lebih diutamakan terhadap Lembaga 

MasyarakatyDesa Hutan (LMDH) yang telah berbadan hukum, dan 

direkomendasikanyserta diajukan olehypemerintahan desa dengan surat 

permohonan kerjasama kepada pihakyPerhutani. Adapun perjanjian kerjasama 

tersebut harus ditandatanganiyoleh administratur dengan lembaga 

masyarakatydesa hutan, diketahuiyoleh Kepala Desa atau pejabat 

pemerintahyyang lebih tinggi dengan dikuatkan oleh notarisysetempat. Pihak-

pihak yang bekerjasama dalam pengelola hutan bersama masyarakat 

diantaranya
23

 : y 
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 Haryono Kusumo. Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, (Jakarta :Perum 

Perhutani, 2009), 7. a 
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1) PT. PerhutaniP(Persero) 

2) LembagaaMayarakat Desa Hutan (LMDH) 

3) Pihak lain yang berkepentingana (Stakeholder) antara lainapemerintah, 

Lembaga swadaya masyarakat, alembaga ekonomi masyarakat, lembaga 

sosial masyarakat, usaha swasta, lembaga pendidikan dan lembagaadonor. a 

4) Pihakalainayang berkepentingan dapat berperan langsung (Sebagai investor) 

maupun tidak langsung (sebagaiamotivator, dinamisator atau fasilitator) 

auntuk kerjasamaadalamakegiatan Pengelolaan HutanaBersama Masyarakat 

(PHBM). a 

Objekadari pengelolaan sumberadaya hutan bersama masyarakat adalah 

dalam kawasan hutan, kegiatan penguasaanahutan yang meliputi bidang 

perencanaan, penanamanm pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil 

hutan. Diantara usaha produktif yangadapat dilakukanadi dalam hutan yaitu
24

 : 

1) Pengelolaan wisataa 

2) Pengelolaanatambang galian 

3) Pengelolaan sumberamata air 

4) Pengembanganadan pengusahaan floraa 

5) Pengembanganadan pengusahaan faunaa 

6) Pemboronganabarang. 

DalamaPHBM jugaaterdapat usaha produktifayang dilakukanadi luar 

kawasanahutan yaitua: 

1) Pengembanganahutan rakyata 
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2) Pengembangan peternakana 

3) Aneka usaha kehutanan sepertiaperlebahan dan persutraan alama 

4) Industriapengelolaan hasilahutana 

5) Industri kecilaatau industri rumahatangga. a 

C. Sosiologi Hukum Islama 

1. SosiologiaHukum 

Perkembangan sangat pesat pada ilmu sosiologi hukum ini bertujuan 

untukamenjelaskanahukum positif yang berlaku (yaitu perubahan isiadan bentuk 

dari waktu ke waktu danatempat) dengan bantuan faktorasosial. Sosiologi 

hukum termasukadalam kategori ilmu nomografik yang bertumpu pada deskripsi 

danaeksplanasi. Penggalian kebenaran dilakukan dengan kajian sosiologi hukum 

yang menghasilkan penemuan “kebenaran baru” atau pengungkapan hal-hal 

yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh masyarakat.
25

 

Terlihat bahwa yang menjadiaperhatian sosiologi hukum bukanlah 

peraturan-peraturan dengan muatanaabstrak dan stereotip, melainkan apa yang 

diamati dalam praktik. Jadi, hukum adalah hukum bukanakarena peraturan 

mengatakan demikian, tetapi karena diamati dalamakenyataan. Dalam istilah 

Black, yang diamati sebenarnya adalah struktur sosial.
26

 

Menurut Soerjono Soekanto sosiologiaadalah ilmu tentang masyarakat. 

Dimanaomasyarakat sebagai objek sosiologi yang bersifat empiris, realistik, dan 

tidak bersandaropada kebenaran spekulatif. Pada  ilmu sosiologi, setiap 

pengamatanoyang diperoleh dalam masyarakatosecara observatif akan 

                                                           
25

 I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, Sosiologi Hukum, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 1. a 
26

 Ibid, 2. 
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menghasilkan teorioyang dapat dijadikanosebagai daliloatau dasar pijakanobagi 

peneliti generasi selanjutnya.
27

 

Sosiologiahukum adalah teori tentang hubunganaantara aturan 

hukumadan realitas sosial. Hubungan hukum dapat didefinisikanadalam dua 

cara
28

 : 

a. Menjelaskan kaidahahukum dari sudut kenyataanakemasyarakatan, 

b. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. 

2. Sosiologi Hukum Islam 

Sosiologi secara bahasa berasaladari gabungan dua kata, yaitu socius dan 

logos. Socius artinya teman atau kawan, adan logos berarti ilmu pengetahuan. 

Secara terminologi, arti sosiologiaadalah sebuah ilmu yang menjadikan 

masyarakatasebagai objek kajian pembahasan. Dengan arti lain bahwa sosiologi 

merupakan sebuah ilmu yangamempelajari manusia yang hidup berkelompok 

atau ilmu tentang bagaimana cara manusia berinteraksiaantara satu dengan yang 

lain hingga tercapai hubungan timbal balik diantaraamereka.
29

 

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang 

antara lain mempelajari mengapa manusia mentaati hukum dan mengapa 

manusia tidak mentaati hukum, serta faktor-faktor sosial lain yang 

mempengaruhinya.
30

 

SosiologioHukumoIslam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan 

mengenai adanyaohubungan timbal balik antara perubahan sosialodengan 

                                                           
27

 Ibid, 10. o 
28

 Ibid, 3. 
29

 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 9. o 
30

 https://suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html diakses pada 22 November 2022. 

https://suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html
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penempatanohukumoIslam.
31

 Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum islam 

adalah ilmuososial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan 

memberikanopenjelasan atas praktik-praktik ilmuohukum yang mengatur 

tentang hubungan secara timbal balik antaraoaneka macam gejala-gejala sosial 

diomasyarakat muslim sebagai mahlukoyang berpegang teguh padaosyariat 

Islam.
32

 o 

Sosiologiohukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum 

Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang 

diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-

prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari 

sumberoal-Qur’an dan hadits serta interpretasinya dalam bentukokajian-

kajianososiologi sesuai dengan kebutuhanodan perkembangan masyarakat.
33

 O 

Sosiologiohukum dijadikan sebagai alat untuk mengkaji hukum yang 

berlaku diomasyarakat dengan paradigma yangosangat luas. Penerapan sosiologi 

dalam studi hukum Islam dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami secara 

lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sebagaimana 

pernyatan M. Atho’ Mudzhar yang dikutip oleh Rasyid Ridha mengungkapkan 

sasaran utama dalam sosiologi hukum Islam adalah perilaku atau interaksi 

masyarakat dengan sesama manusia. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, 

dalam pandangan M. Atho’ Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama 
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 Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam”,https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-

hukum-islam.html, Diakses tanggal 11 Agustus 2022. o 
32

 Nasrullah Nazsir, Teori-teori Sosiologi, ( Bandung: Widya Padjajaran, 2008)  18. 
33

 Nasrullah Nazsir, Teori-teori Sosiologi, ( Bandung: Widya Padjajaran, 2008)  21-22. o 

https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html
https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html
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klasik daripada sosiologi modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif 

sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.
34

  

M. Atho’ Mudzhar berpendapat bahwa Studi Islam dengan pendekatan 

sosiologi membahas setidaknya lima topik, diantaranya: 

a) Pengaruh hukum Islam terhadapomasyarakat dan perubahan sosial.  

b) Pengaruhoperubahan dan perkembangan masyarakat terhadap 

pemikiranohukum Islam. o 

c) Tingkatopengalaman hukum keagamaan masyarakat, seperti 

bagaimana umatoIslam berhubungan dengan hukum Islam. 

d) Pola interaksiomasyarakat seputar hukum Islam, seperti 

bagaimanaokelompok agama dan politik di Indonesia menyikapi 

berbagaiopersoalanoHukum Islam. o 

e) Gerakanomasyarakat atau organisasi yang mendukungoatau tidak 

mendukung hukum Islam. O 

Ruang lingkup pembahasan sosiologi sebenarnya mempunyai cakupan 

yang sangat luas, akan tetapi di sini dapat dibatasi pada lingkup-lingkup 

permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian-kajian dan akar 

teologis untuk menjadi pijakan hukum dalam masyarakat Islam seperti masalah 

sosial budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. 

 

                                                           
34 Studi Islam dengan pendekatan sosiologi merupakan bagian dari sosiologi agama. 

Terdapat perbedaan tentang tema pokok antara sosiologi klasik dan modern. Dalam sosiologi 

agama klasik tema pokoknya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, 

bagaimana agama mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan 

masyarakat. Sedangkan sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya satu arah, yakni 

bagaimana agama mempengaruhi masyarakat.  
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3. Teori Kesadaran Hukumo 

Adanya hubungan timbal balikoantara hukum danomasyarakat, sehingga 

ada faktoroyang perlu untuk diperhatikan yakni kesadaran hukum. Dengan 

adanya hukum, masyarakat bisa mematuhioatau melanggarohukum. 

Kesadaranoberasal dari kata “sadar”, yang artinya insaf, merasa tahu atau 

mengerti.
35

 Kesadaranoberartiokeinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan 

atau dialami olehoseseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, 

keadaan seseorang yang mengerti betuloapa ituohukum, fungsiodan peranan 

hukun untuk dirinya sendiri jugaomasyarakat. 

Kesadaranohukumomerupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat 

dalam diri manusiaotentang hukum yang berlaku saat ini atau tentang 

hukumoyangodiharapkan.
36

 O 

KesadaranoHukum menurut SoerjonooSoekanto “kesadaran hukum yang 

tinggi menyebabkan kepatuhan warga terhadap ketentuanoyang berlaku, 

sebaliknya jika kesadaranohukum rendah, makaoderajat tingkat kepatuhan 

hukum juga rendah.” O 

Soerjono Soekanto membagi kesadaran hukum berdasarkan indikator 

opini pandangan masyarakat tentang hukum, antara lain : 

a. Pengetahuan tentang peraturanohukum (law awareness) o 

b. Pengetahuan tentangoisi peraturan-peraturan hukum (law acquintance) 

c. Sikapoterhadap peraturan-peraturanohukum (legal attitude) 

d. Pola-pola perlakuan hukumo (legal behavior).
37
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 Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang: Widya oKarya, 

2009), 437. 
36

 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152. o 
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Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator 

sebagaimana dibawah ini, antara lain : 

a. Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui 

bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan 

hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang 

tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh 

hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hokum. 

b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi 

yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. 

Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan 

suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak 

yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga 

masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing 

mengenai aturan-aturan tertentu. Seta pemahaman diwujudkan melalui sikap 

mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. 

c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk 

menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai 

sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. 

Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk 

mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 

d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau 

dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. 

Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator 
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tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam 

masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat 

dapat dilihat dari pola perilaku hukum.
38

 

Dari keempat indikator tersebut, yang paling berpengaruh adalah 

pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Pengetahuan 

yang dimiliki kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, 

sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya 

materi ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator kesadaran hukum 

menunjukan taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui 

adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. 

Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu dipertegas secara 

mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari 

peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.  

Kesadaranohukum adalah suatuoproses yang ada dalam diriomanusia 

yangomungkin atau tidak mungkin terjadi. Secara sukarela mematuhi hukum 

tanpa adaotekanan, paksaan atau perintahodari luar untuk mematuhi 

hukumoyang berlaku. Kesadaran hukum yang berjalan baik di masyarakat, tidak 

akan menjatuhkanosanksi hukum. O 

4. ‘Urf (Adat) 

Urf secara etimologi artinya “sesuatu yangodipandang baik dan diterima 

oleh akal sehat”.
39

 Urf (tradisi) adalahobentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan 

kepentingan) yang telah menjadioadat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten 
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di tengahomasyarakat.
40

 Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di 

kalanganoumat manusia dan selalu diikuti, baik urf perkataanomaupun urf 

perbuatan. Ulama’ Ushuliyin memberikan definisi “Apa yang bisa dimengerti 

oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan denganobaik berupa 

perkataan, perbuatan danopantangan-pantangan”.
41

 o 

AbduloKarimoZaidah mendefinisikan ‘urf sebagai sesuatu yang tidak asing 

lagi bagi suatuomasyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu 

denganokehidupan mereka baik berupa perbuatanoatau perkataan.
42

 o 

Dalamodisiplinoilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ´urf dan adat. 

Kedua kata inioperbedaanyaoadalah adat didefinisikan sebagaiosuatu perbuatan 

yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpaohubunganoyang rasional. 

Perbuatan tersebut menyangkut perbuatanopribadi, seperti kebiasaan 

seseorangomakanotidur. Kemudian ´urf didefinisikan sebagai 

kebiasaanomayoritasoumat baik dalam perkataan maupun perbuatan.
43

 o 

´Urf dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalahodua sinonimoyang 

berarti sama. Alasanya adalah Kedua kataoini berasalodari bahasa Arab yang di 

adobsi olehobahasa Indonesia yangobaku. Kata ´urf berasal dari kata ‘arafa, 

ya’rifu yangomempunyai derivasi
44

 kata al-ma’ruf yang berarti sesuatuoyang 
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dikenaloatau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari ‘ad derivasi oata al-

‘adah artinya sesuatuoyangodiulang kebiasaanya.
45

 o 

Dari pemaparan diatas, dapatodisimpulkan bahwa pengertian ‘urf dibagi 

menjadi dua yaitu secaraoterminologi dan secara definisi kata. ‘urf secara 

terminologi berarti sesuatuoyang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia 

yang dipandangobaik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku 

konsistenodimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia baik 

berupaoperbuatan maupun ucapan. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada 

duaokata yang menurut mayoritas ulama yaitu ‘urf danoAdat adalah 

samaokeduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang. o 

a. Macam-macama‘Urfo: 

1) Dariesegieobjeknya, ‘Urf dibagi dua yaitu: 1.a‘Urf qauli adalah 

kebiasaanemasyarakat dalam penggunaan kata-kata ataueucapan,
46

 

sehinggaemakna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintasedalam 

pikiranemasyarakat. 2. ‘Urf fi’li adalahekebiasaan masyarakat yang 

berkaitanodenganeperbuatan.
47

 o 

2) Dariesegiecakupannya, dibagi dua yaitu: 1. ‘Urf 'amm adalahekebiasaan yang 

bersifat umum daneberlaku bagi sebagian besar masyarakatodalam berbagai 

wilayah yang luas.
48

 2. ‘Urf khasheadalah kebiasaan yang berlaku secara 

khususepada suatu masyarakatetertentu atau wilayahetertentu saja. e 
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3) Dariesegiekeabsahannyaedari pandangan syara’, dibagiedua yaitu: 1. ‘Urf 

shahih adalah kebiasaanemasyarakat yangetidak bertentangan dengan dalil 

syara’, tidakemenghalalkan sesuatueyang telah dianggap harameoleh syara’ 

danetidak membatalkan yang wajib. 2. ‘Urf fasid adalahesesuatu yangesudah 

menjadi tradisi manusia, akanetetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, 

menghalalkan yangeharam atau membatalkan yang wajib. Misalnya 

perjanjian-perjanjianeyang bersifat riba, menarikehasilepajak perjudianedan 

lain sebagainya. e 

Beberapa metode yangedijadikan sebagai pedoman dalamemenyeleksi 

adatelama dengan menggunakan kemaslahatan berdasarkan wahyu dibagi 

menjadi 4ekelompokeyaitu: 

1) Adat lama yangesecara subtansional dan dalam hal 

pelaksanaanyaemengandung unsur kemaslahatan, memilikieunsur manfaat 

yang lebih banyak daripada mafsadatnya. Adat tersebut dapat diterimaeoleh 

Islam. E 

2) Adat lama yangesecara substansionalemengandung maslahat. Namun 

dalamepelaksanaanya tidak dianggap baikeoleh Islamdapatediterima 

oleheIslam. E 

3) Adatelama yang secara substasional menimbulkanemafsadat. Atau lebih 

banyak keburukanedaripada kebaikan. Inietidak dapatediterima oleheIslam. E 

4) Adateyang telah berlangsung lama danediterimaeoleh banyak orang karena 

tidak memberikan mafsadat danetidak bertentanganedenganedalil Syara’. Hal 

ini masih banyak yang mempersilisihkan namunedalam beberapa hal 
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terdapatesyarat-syarat yang harus diperhatikaneuntuk menetapkanesebagai 

sebuahehukum.
49

 e 

Pada mulanya semuaeulama sepakat bahwaekedudukan ‘urf shahih 

sebagaiesalah satuedalil syara’. Akan tetapi dieantara merekaeterdapat 

perbedaanependapat dari segi intensitasepenggunaannya sebagai dalil. Dalam 

haleini ulama Hanafiyah dan Malikiyaheadalah yang palingebanyak 

menggunakan ‘urf sebagai dalil dibandingkanedengan ulamaeSyafi’iyahedan 

Hanabilah.
50

  E 

Paraeulama’ sepakat bahwa tidak semua ‘urfedapat dijadikan sebagai 

dalil untuk menetapkan Hukum Islam. ‘Urf dapat diterima sebagai salah satu 

landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Tidak bertentangan dengan syariah. 

2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. 

3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim. 

4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh. 

5) ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu 

patokan hukum. 

Para Ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal-hal 

muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahuai 

bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘urf karena yang 

menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur’an dan Hadis. ‘Urf bertujuan untuk 
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memlihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan 

penafsiran beberapa nash.
51

 

Apabila suatu ‘urf bertentanganedengan keduanya (Al-Quran dan Hadis) 

sebagaimana kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu yang melakukanesesuatu 

yangediharamkan seperti minum arakeatau makaneriba, maka ‘urf mereka 

ditolak (mardud). Sebab denganediterimanya ‘urf itu berarti mengesampingkan 

nash-nash yangepasti (qath’i), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. 

Karenaekehadiran syari’atebukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya 

mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segalaekegiataneyang menuju 

kearah tumbuh berkembangnya kemafsadataneharus segeraediberantas, bukan 

malah diberi legitimasi.
52

 E 

5. Ghasab (Penyerobotan) 

Al-Kasani mengatakan tindak kriminal atau pidana (al-jinayah) pada 

dasarnya ada dua macam. Pertama, tindak kriminal terhadap binatang dan benda 

mati. Kedua, tindak kriminal terhadap manusia. Sedangkan tindak kriminal 

terhadap binatang dan benda mati ada dua macam. Pertama, ghasab 

(penyerobotan) dan kedua adalah pengrusakan (al-itlaaf).
53

 

Kedua macam tindak kriminal ini atau tindakan yang semakna, yaitu 

meletakkan “tangan” (menguasai) atas harta atau hak orang lain dalam bentuk 
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yang melanggar, adalah salah satu sebab munculnya kewajiban membayar denda 

atau ganti rugi materi atas tindak kejahatan terhadap harta atau hak orang lain.
54

 

a. Definisi Ghashab  

Ghashab secara bahasa artinya yaitu mengambil sesuatu secara aniaya 

atau secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan menurut beberapa ulama 

yaitu
55

: 

1) Ulama Hanafiyah  

Ghashab adalah mengambil harta yang memiliki nilaim 

dihormati dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya, dalam bentuk 

pengambilan yang menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) si pemilik dari 

harta itu. 

2) Ulama Malikiyah 

Ghashab yaitu mengambil harta secara paksa dan melanggar 

(tanpa hak) tanpa melalui peperangan. 

3) Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

Ghashab menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah adalah 

menguasai hak orang lain (baik berupa harta maupun al-ikhtishaash atau 

harta yang menjadikan seseorang lebih diprioritaskan terhadap sesuatu) 

yang bersifat melanggar atau paksaan tanpa hak. 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, pengghashaban tidak 

terbayangkan bisa terjadi kecuali terhadap harta bergerak saja. Karena menurut 

mereka berdua, salah satu kriteria suatu tindakan bisa disebut ghashab adalah, 
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menyingkirkan tangan si pemilik dari hartanya dengan cara memindah harta itu, 

dan kriteria ini tidak bisa terjadi kecuali jika harta tersebut adalah harta bergerak. 

Adapun harta tidak bergerak, seperti tanah. dan rumah, maka tidak bisa 

dibayangkan adanya pengghashaban terhadapnya, karena tidak dimungkinkan 

untuk dipindah. Maka oleh karena itu, barangsiapa mengghashab suatu harta 

tidak bergerak, lalu harta itu binasa di tangannya karena faktor alam, seperti 

banjir, maka menurut mereka berdua, pelaku tidak terkena denda, karena 

menurut mereka, di dalamnya tidak ditemukan adanya unsur pengghashaban, 

sebab tidak terpenuhinya kriteria menyingkirkan tangan si pemilik, yaitu 

memindahkan harta tersebut, karena harta itu masih tetap berada di tempatnya 

semula. Sehingga dalam kasus ini pelaku sama seperti jika seandainya ia 

menghalang-halangi antara seseorang dengan barang miliknya, lalu barang itu 

mengalami kerusakan. Adapun jika seandainya kerusakan atau kebinasaan harta 

itu karena tindakan pelaku, seperti ia merobohkannya misalnya, maka ia harus 

menanggung dendanya. Karena jika ghashab tidak bisa terjadi di dalam harta 

tidak bergerak, maka tindakan itu dianggap sebagai bentuk al-Itlaaf (merusakkan 

harta orang lain).
56

 

Sementara itu, Muhammad dan Zufar dari madzhab Hanafi serta para 

Imam Madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengatakan, 

bahwa pengghashaban bisa terjadi di dalam harta tidak bergerak berupa tanah 

dan rumah, dan pelakunya wajib bertanggung jawab. Karena menurut selain 

ulama Hanafiyyah, suatu tindakan sudah bisa disebut pengghashaban, jika di 

dalamnya telah ditemukan unsur atau kriteria penetapan dan penancapan tangan 

                                                           
56

 Ibid, 665. 



34 

 

 

pelaku atas sesuatu tersebut, dalam hal ini adalah rumah tanah dengan cara 

menempatinya, meletakkan barang-barang di dalamnya dan lain sebagainya. 

Dan secara implisit, hal itu tentunya berkonsekuensi penyingkiran tangan 

pemiliknya, karena tidak dimungkinkannya ada dua "tangan" bertemu pada 

objek yang sama pada keadaan yang sama pula. Di sini juga sudah ditemukan 

kriteria dasar yang ditetapkan oleh Muhammad dan Zufar, yaitu, penyingkiran 

tangan si pemilik dan penetapan serta penancapan tangan pelaku 

pengghashaban. Dengan terpenuhinya kedua kriteria ini, maka tindakan tersebut 

sudah bisa disebut pengghashaban, sehingga oleh karena itu, harta tidak 

bergerak sama dengan harta bergerak dalam hal bisa terpenuhinya kedua kriteria 

yang ditetapkan tersebut supaya suatu tindakan bisa disebut pengghashaban. 

Juga karena sesuatu yang ditanggung dalam kasus pengrusakan, maka 

sesuatu itu juga harus ditanggung ketika dalam kasus pengghashaban, maka oleh 

karena itu, harta tidak bergerak dan harta bergerak adalah sama-sama 

ditanggung. Sesuatu yang ditanggung dalam kasus jual beli, maka sesuatu itu 

juga ditanggung dalam kasus pengghashaban. Karena inti yang diinginkan dari 

suatu pengghashaban, yaitu memanfaatkan dan menggunakan sesuatu milik 

orang lain yang bersifat melanggar, bisa ditemukan dalam harta tidak bergerak, 

sebagaimana itu juga ditemukan dalam harta bergerak. 

Hal-hal di atas dikuatkan oleh hadits, "Barangsiapa mengambil sejengkal 

tanah milik orang lain secara aniaya-dalam sebuah redaksi disebutkan, 
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barangsiapa mengghashab sejengkal tanah-maka sejengkal tanah itu akan 

dijadikan tujuh bumi dan dikalungkan ke lehernya kelak di akhirat."
57

 

Hadits ini menunjukkan bahwa ghashab bisa terjadi pada harta tidak 

bergerak. Karena hadits tersebut menyebutnya dengan sebutan ghashab. Ini 

adalah pendapat yang arjah. 

b. Hukum-hukum Ghashab 

1) Dosa 

Yaitu pelaku berhak mendapatkan balasan hukuman kelak di 

akhirat, apabila ia melakukan penggshaban dalam keadaan mengetahui 

bahwa harta yang diambillnya itu adalah milik orang lain. Berdasarkan 

hadits “Barangsiapa menghashab sejengkal tanah, maka sejengkal tanah 

itu akan dijadikan tujuh bumi dan dikalungkan ke lehernya kelak di 

akhirat.” 

2) Mengembalikan barang yang di ghashab apabila barangnya masih ada. 

Wajibnya seseorang mengembalikan barang yang telah di ghashab. 

Fuqaha sepakat bahwa wajib mengembalikan barang yang di ghashab 

apabila barangnya memang masih ada berdasarkan hadits: 

“Janganlah salah seorang dari kamu sekalian mengambil barang milik 

saudaranya, baik dengan niat sugguh-sungguh maupun hanya bercanda. 

Dan apabila salah seorang dari kamu sekalian mengambil tongkat milik 
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saudarannya, maka hendaklah ia mengembalikan tongkat itu 

kepadanya.”
58

 

Pelaku pengghashaban terbebas dari beban tanggungan jika ia 

telah mengembalikan barang yang dighashabnya, baik apakah si pemilik 

mengetahui adanya pengembalian itu maupun tidak. Karena penetapan dan 

pengukuhan tangan atas sesuatu adalah perkara yang sifatnya konkret yang 

keberadaannya tidak ada bedanya antara diketahui atukah tidak diketahui. 

3) Denda ganti rugi barang yang dighashab jika rusak 

a) Bentuk dan cara penetapan denda ganti rugi. 

b) Waktu yang dijadikan patokan dalam menetapkan dan menaksir kadar 

nilai denda atau ganti rugi barang yang dighashab. 

c) Sesuatu yang menjadikan pelaku pengghashaban terlepas dari beban 

tanggungan yang ada. 

d) Barang yang dighashab mengalami perubahan ketika berada di tangan 

pelaku. 

e) Barang yang dighashab berkurang. 

f) Barang yang dighashab mengalami pertambahan. 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, barang yang 

dighashab statusnya tidak ditanggung oleh pelaku, baik apakah 

pertambahan itu menyatu dengan barang aslinya (seperti gemuk) maupun 

terpisah (seperti anak binatang atau air susunya jika yang dighashab adalah 

berupa binatang), karena di dalamnya tidak menemukan unsur 

menghilangkan dan menyingkirkan “tangan” si pemilik dari pertambahan 
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itu (karena oertambahan itu belum ada ketika barang tersebut masih berada 

di tangan pemiliknya).
59

 

Sementara meurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, pertambahan 

itu statusnya ditanggung oleh pelaku secara mutlak, baik apakah 

pertambahan itu menyatu dengan barang aslinya maupun terpisah, karena 

pertambahan itu muncul dan terlahir dari barang yang dimiliki oleh si 

korban penghashaban. Sedangkan menurut ulama Malikyah, pertambahan 

yang dtatusnya ditanggung adalah bentuk pertambahan yang terpisah dari 

barang aslinya, bukan pertambahan yang menyatu.
60

 

Salah satu hal yang berkaitan dengan pertambahan barang yang 

dighashab adalah mendirikan banguan, bercocok tanam atau menanam 

pohon di atas tanah ghashaban. Menurut para Ulama: 

Kategori/Ulama Malikiyyah  Syafi’iyyah Hanabilah  

Bangunan Barangsiapa 

melakukan 

penghashaban 

terhadao suatu 

lahan, lalu ia 

mednirikan 

bangunan 

diatasnya. Ia 

Pelaku 

penghashaban 

diharuskan untuk 

merobohkan 

bangunan atas 

tanah ghashaban, 

mengganti 

kekurangan yang 

Sama dengan 

ulama 

Syafi’iyyah. 
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memiliki dua opsi, 

pertama meminta 

supaya bangunan 

yang ada 

dirobohkan, kedua 

tetap membiarkan 

bangunan yang ada 

dan memberi ganti 

nilai bangunan 

sesuai nilai 

bangunan. 

terjadi dan 

mengembalikan 

kondisi tanah 

seperti semuala. 

Pohon Pelaku tidak 

diharuskan 

mencabut pohon-

pohon tersebut, 

korban atau pemilik 

tanah tersebut bisa 

memberi ganti nilai 

kepada pelaku 

setelah dikurangi 

biaya pencabutan. 

Pemilik berhak 

untuk 

menghilangkan 

bekas-bekas yang 

ditimbulkan oleh 

pengghashaban 

tanpa dirinya harus 

menanggung 

kerugian apapun. 

Sama dengan 

ulama 

Syafi’iyyah. 

Tanaman Jika ada seseorang 

mengghashab tanah 

lalu digunakan 

Pemilik berhak 

untuk 

menghilangkan 

Pemilik lahan 

bisa memilik 

salah satu dari 
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bercocok tanah, 

maka ada dua opsi. 

Pertama mencabut 

tanaman, kedua 

membiarkan untuk 

pelaku dan 

meminta biaya 

sewa tanah. 

bekas-bekas yang 

ditimbulkan oleh 

pengghashaban 

tanpa dirinya harus 

menanggung 

kerugian apapun. 

dua opsi jika 

sorang yang 

menggunakan 

tanah ghashaban 

untuk pertanian. 

Pertama, 

membiarkan 

tanahaman 

hingga panen 

dan meminta 

biaya sewa lahan 

serta ganti rugi. 

Kedua, 

mengambil alih 

tanaman dan 

mengganti biaya 

penaaman yang 

dilakukan oleh 

pelaku 

pengghashaban. 

 

Syekh Zainudin Al-Malibari dalam kitab Fathul Muin Juz 1 yang artinya 

“Seseorang diperbolehkan mengambil seumpama makanan temannya dengan 

sangkaan bahwa ia akan ikhlas dan rela ketika makanannya diambil. Berbeda 
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halnya pada saat bertamu, maka hendaklah tidak mengambil sesuatu kecuali 

yang telah dihidangkan oleh tuan rumah atau ia ridha karenanya. Hal tersebut 

mesti didasarkan atas kebaikan dirinya, bukan karena perasaan malunya (jika 

tidak memberi).”
61

 

Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum ghasab (mengambil 

sesuatu yang bukan miliknya) dapat dihalalkan apabila telah diketahui atau 

disangka bahwa pemiliknya akan ikhlas dan rela. 
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